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MOTTO 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang maha mulia 

Yang mengajar manusia dengan pena, 

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-’Alaq 1-5) 

 

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ?  

(QS: Ar-Rahman 13) 

 

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat 

(QS : Al-Mujadilah 11) 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 

urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 

Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8) 
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RINGKASAN 

 

Akhir-akhir ini muncul istilah deepfake. deepfake dimaksudkan kecerdasan 

buatan yang dapat digunakan untuk merekayasa foto, audio atau video dalam 

bentuk photorealistic dengan pengabungan logaritma artificial intelligence dalam 

memproses keputusan cerdas secara mandiri. Yang sering sekali terjadi adalah 

pemalsuan video dengan mengubah beberapa bagian atau suara untuk 

kepentingan tertentu. Eksploitasi yang dilakukan yaitu dengan cara mencuri 

data visual terhadap tubuh korban dalam bentuk audio visual, kemudian 

merekayasa foto atau video tanpa pesetujuan korban. Tindakan yang 

“dilakukan” oleh artificial intelligence ini justru mengarah pada perbuatan 

melawan hukum misalnya pencemaran nama baik. Maka timbullah pertanyaan. 

Jika sebuah produk deepfake dari teknologi seperti artificial intelligence 

melakukan pelanggaran hukum seperti pencemaran nama baik seseorang, siapa 

yang berhak dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan maupun 

pelanggaran tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana 

pencemaran nama baik oleh deepfake artificial intelligence berdasarkan KUHP 

dan Undang-Undang ITE serta menganalisis pertanggungjawaban pidananya. 

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat 

normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

konseptual dan pendekatan perbandingan. 

Hasil dari penelitian ini adalah: 

1. Kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik oleh deepfake artificial 

intelligence berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE, dalam hal ini 

penyalahgunaan deepfake artificial intelligence yang memenuhi kriteria 

kriminalisasi dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran 

nama baik. Di Indonesia belum ada pengaturan hukum secara khusus yang 

mengatur terkait dengan pencemaran nama baik oleh AI, sehingga UU ITE 

memiliki perluasan untuk mengatur terkait dengan pengaturan hukum 

yang berkaitan dengan deepfake artificial intelligence saat ini. Ketentuan 

tersebut terdapat pada 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang No. 

19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 



2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kemudian 

pada Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. Ketentuan lain terkait deepfake artificial intelligence 

juga terdapat pada KUHP dan UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, atau yang dikenal dengan KUHP Baru. Dalam 

KUHP terdapat pada Pasal 310 ayat (1) KUHP sedangkan pada UU No. 1 

tahun 2023, ketentuan terkait deepfake artificial intelligence bermuatan 

pencemaran nama baik terdapat pada Pasal 433 ayat (1), (2), dan (3) serta 

Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang baru berlaku 

3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. 

 

2. Pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik oleh deepfake artificial 

intelligence berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE, dalam hal ini AI 

tidak dapat digolongkan menjadi subjek hukum, karena dalam konsep 

suatu pertanggungjawaban menurut beberapa ahli ialah memiliki 

kesadaran dan dapat menghendaki perbuatannya, dan sebagaimana 

diketahui AI tidak memiliki kesadaran terhadap perbuatan yang 

dilakukannya dan juga AI tidak dapat menghendaki terhadap suatu 

kemungkinan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, maka pengguna 

AI yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang 

dilakukan oleh AI tersebut. Karena manusia merupakan subjek hukum 

mutlak dalam hukum pidana yang memiliki kesadaran dan unsur 

kesengajaan terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh AI. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci : pencemaran nama baik, deepfake artificial intelligence, KUHP dan  

           UU ITE 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana 

pencemaran nama baik oleh deepfake artificial intelligence berdasarkan KUHP 

dan Undang-Undang ITE serta menganalisis pertanggungjawaban pidananya. 

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum 

normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual 

dan pendekatan perbandingan. 

 

Hasil penelitian tentang kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik oleh 

deepfake artificial intelligence berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE,  

penyalahgunaan deepfake artificial intelligence yang memenuhi kriteria 

kriminalisasi dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. 

Di Indonesia belum ada pengaturan hukum secara khusus yang mengatur terkait 

dengan pencemaran nama baik oleh AI, sehingga UU ITE memiliki perluasan 

untuk mengatur terkait dengan pengaturan hukum yang berkaitan dengan 

deepfake artificial intelligence saat ini. Ketentuan tersebut terdapat pada 27 ayat 

(3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Kemudian pada Pasal 27A Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Ketentuan lain 

terkait deepfake artificial intelligence juga terdapat pada KUHP dan UU No. 1 

tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau yang dikenal 

dengan KUHP Baru. Dalam KUHP terdapat pada Pasal 310 ayat (1) KUHP 

sedangkan pada UU No. 1 tahun 2023, ketentuan terkait deepfake artificial 

intelligence bermuatan pencemaran nama baik terdapat pada Pasal 433 ayat (1), 

(2), dan (3) serta Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang 

baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. 

Pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik oleh deepfake artificial 

intelligence berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE, dalam hal ini AI tidak 

dapat digolongkan menjadi subjek hukum, karena dalam konsep suatu 

pertanggungjawaban menurut beberapa ahli ialah memiliki kesadaran dan dapat 

menghendaki perbuatannya, dan sebagaimana diketahui AI tidak memiliki 

kesadaran terhadap perbuatan yang dilakukannya dan juga AI tidak dapat 

menghendaki terhadap suatu kemungkinan perbuatan tindak pidana yang 

dilakukannya, maka pengguna AI yang dapat dimintakan pertanggungjawaban 

terhadap perbuatan yang dilakukan oleh AI tersebut. Karena manusia merupakan 

subjek hukum mutlak dalam hukum pidana yang memiliki kesadaran dan unsur 

kesengajaan terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh AI. 
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ABSTRACT 

 

Keywords:  defamation, deepfake artificial intelligence, KUHP and UU ITE  

 

The aim of this research is to analyze the qualifications for criminal acts of 

defamation by deepfake artificial intelligence based on the Criminal Code and the 

ITE Law and analyze criminal liability. The type of research that the author uses 

is normative legal research. The approach in this research uses a conceptual 

approach and a comparative approach.  

The results of research on the qualifications for criminal acts of defamation by 

deepfake artificial intelligence based on the Criminal Code and the ITE Law, 

misuse of deepfake artificial intelligence that meets the criminalization criteria 

can be classified as a criminal act of defamation. In Indonesia there are no specific 

legal regulations that regulate defamation by AI, so the ITE Law has an expansion 

to regulate legal regulations related to Deepfake Artificial Intelligence at this time. 

These provisions are contained in 27 paragraph (3) jo. Article 45 paragraph (3) 

Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 

concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). Then in Article 

27A of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law 

Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Other 

provisions related to Deepfake Artificial Intelligence are also contained in the 

Criminal Code and Law no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, or what is 

known as the New Criminal Code. In the Criminal Code it is found in Article 310 

paragraph (1) of the Criminal Code, while in Law no. 1 of 2023, provisions 

related to Deepfake Artificial Intelligence containing defamation are contained in 

Article 433 paragraphs (1), (2), and (3) as well as Article 441 paragraph (1) of 

Law Number 1 of 2023 which has only been in effect for 3 years since date of 

promulgation, namely 2026. Criminal liability for defamation by Deepfake 

Artificial Intelligence is based on the Criminal Code and the ITE Law, in this case 

AI cannot be classified as a legal subject, because according to several experts the 

concept of liability is that it has awareness and can intend its actions , and as is 

known, AI does not have awareness of the actions it commits and AI cannot 

intend the possibility of criminal acts being committed, so AI users can be held 

responsible for the actions carried out by the AI. Because humans are absolute 

legal subjects in criminal law who have awareness and an element of 

intentionality regarding the actions and actions carried out by AI. 
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